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ABSTRACT
This study aims to analyze the factors influencing economic inequality in the D-8
countries during the 2014–2023 period, taking into account macroeconomic,
institutional, financial, and Islamic banking access aspects. Independent variables
include economic growth, education, infrastructure, government policy, corruption,
globalization, gender, economic crises, climate change, and access to Islamic banking,
while economic inequality measured using the P90/P100 rasio serves as the dependent
variable. The study employs panel data regression using the Fixed Effect Model (FEM)
and Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approaches to analyze short-run and long-
run relationships. The results of the descriptive analysis show high heterogeneity
across countries and across variables. The FEM estimates indicate that only some
variables have a significant effect on economic inequality, although the model is able
to explain variations in inequality across D-8 countries. The ARDL estimates reveal
differences in the effects of variables in the short and long term, indicating that
economic inequality is a multidimensional and dynamic phenomenon. These findings
underscore the importance of context-specific long-term policies and strengthening
the role of Islamic banking in enhancing financial inclusion and equitable income
distribution.

Keywords: economic inequality; D-8; panel data; ARDL; Islamic banking.

ABSTRAK

mailto:ibnshohibi@gmail.com
mailto:sofyan.rizal@uinjkt.ac.id


Mas Arif

Determinan Ketimpangan Ekonomi Di Negara-Negara D-8:

Bukti Empiris Dari Fixed Effect Model Dan Panel ARDL

AL FIDDHOH – Volume 7 Nomor 2 Tahun 2026

170

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi
ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8 selama periode 2014–2023, dengan
mempertimbangkan aspek-aspek makroekonomi, kelembagaan, keuangan, dan akses
terhadap perbankan syariah. Variabel-variabel independen meliputi pertumbuhan
ekonomi, pendidikan, infrastruktur, kebijakan pemerintah, korupsi, globalisasi, gender,
krisis ekonomi, perubahan iklim, dan akses terhadap perbankan syariah, sedangkan
ketimpangan ekonomi yang diukur menggunakan rasio P90/P100 berfungsi sebagai
variabel dependen. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan pendekatan
Fixed Effect Model (FEM) dan Autoregressive Distributed Lag (ARDL) untuk
menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Hasil analisis deskriptif
menunjukkan heterogenitas yang tinggi antar negara dan antar variabel. Estimasi FEM
menunjukkan bahwa hanya beberapa variabel yang memiliki pengaruh signifikan
terhadap ketimpangan ekonomi, meskipun model tersebut mampu menjelaskan variasi
ketimpangan di antara negara-negara D-8. Estimasi ARDL mengungkapkan
perbedaan efek variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang, yang menunjukkan
bahwa ketimpangan ekonomi merupakan fenomena multidimensi dan dinamis.
Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kebijakan jangka panjang yang disesuaikan
dengan konteks serta penguatan peran perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi
keuangan dan distribusi pendapatan yang adil.

Kata kunci: ketimpangan ekonomi; D-8; data panel; ARDL; perbankan syariah.

PENDAHULUAN

Ketimpangan ekonomi merupakan salah satu tantangan utama dalam
pembangunan karena tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga
dengan kesenjangan dalam akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan,
informasi, lapangan kerja, layanan publik, dan sumber daya ekonomi. Ketimpangan
yang tinggi dapat membatasi mobilitas sosial dan memperlebar kesenjangan
kesempatan antar kelompok masyarakat. OECD (2021) menunjukkan bahwa sebagian
besar masyarakat di berbagai negara memandang distribusi pendapatan belum adil
dan memiliki kekhawatiran terhadap rendahnya mobilitas sosial. Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi tidak semata-mata merupakan persoalan
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statistik, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas
sosial.

Persoalan tersebut relevan untuk dikaji pada negara-negara anggota Developing
Eight (D-8), yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan
Turkiye. Negara-negara tersebut memiliki karakteristik ekonomi, sosial, kelembagaan,
dan tingkat perkembangan yang beragam. Meskipun memiliki potensi ekonomi dan
populasi yang besar, negara-negara D-8 masih menghadapi persoalan distribusi
pendapatan dan kesempatan ekonomi. Perbedaan tingkat pembangunan, kualitas tata
kelola, akses pendidikan, infrastruktur, keterbukaan perdagangan, serta kondisi sosial
dan lingkungan menyebabkan dinamika ketimpangan di setiap negara tidak selalu
menunjukkan pola yang sama. Dengan demikian, ketimpangan ekonomi di negara-
negara D-8 perlu dipahami sebagai hasil interaksi berbagai faktor ekonomi dan non-
ekonomi.

Secara teoritis, hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan dapat
dijelaskan melalui hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa ketimpangan cenderung
meningkat pada tahap-tahap awal pembangunan dan kemudian menurun setelah
tingkat pembangunan tertentu tercapai. Namun, hubungan tersebut tidak selalu
berlaku secara seragam karena dipengaruhi oleh struktur ekonomi, kebijakan
pemerintah, distribusi kesempatan, serta kualitas institusi. Penelitian terdahulu juga
menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, perdagangan, pendidikan, infrastruktur,
dan globalisasi dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap ketimpangan
berdasarkan karakteristik negara dan periode penelitian. Bouincha dan Karim (2018),
misalnya, menunjukkan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan
ketimpangan berbeda menurut tingkat perkembangan negara. Sementara itu,
penelitian mengenai perdagangan pada negara-negara D-8 menunjukkan bahwa
keterbukaan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan, tetapi efektivitasnya tetap
dipengaruhi oleh stabilitas politik dan daya saing ekonomi (Arisman et al., 2021).

Selain faktor ekonomi, kualitas institusi juga memiliki peranan penting.
Pemerintahan yang efektif dan tingkat korupsi yang rendah dapat meningkatkan
kualitas alokasi sumber daya publik sehingga manfaat pembangunan lebih luas
dirasakan masyarakat. Sebaliknya, kelemahan tata kelola dan korupsi dapat
menciptakan distorsi dalam distribusi sumber daya serta memperbesar kesenjangan.
Gupta, Davoodi, dan Alonso-Terme menunjukkan bahwa korupsi dapat meningkatkan
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ketimpangan melalui berkurangnya efektivitas program sosial, progresivitas
perpajakan, dan pembentukan modal manusia. Dengan demikian, government
effectiveness dan control of corruption menjadi faktor penting dalam menjelaskan
variasi ketimpangan antarnegara.

Dimensi sosial juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketimpangan.
Pendidikan meningkatkan kapasitas manusia dan peluang memperoleh pekerjaan yang
lebih produktif, sedangkan kesetaraan gender memperluas partisipasi ekonomi
kelompok perempuan. Ketimpangan dalam akses pendidikan dan kesempatan
ekonomi berdasarkan gender dapat membatasi distribusi manfaat pembangunan.
Mayer (2010) menunjukkan adanya hubungan erat antara ketimpangan pendidikan
dan ketimpangan pendapatan, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa
pendidikan, kondisi sosial ekonomi, globalisasi, dan gender merupakan faktor yang
berkaitan dengan variasi ketimpangan pendapatan antarnegara. Oleh sebab itu,
secondary school enrollment dan gender parity index relevan digunakan untuk
menangkap dimensi sosial dalam determinasi ketimpangan ekonomi.

Perkembangan teknologi juga menciptakan dimensi baru dalam pemerataan
kesempatan ekonomi. Akses terhadap internet dapat memperluas informasi,
pendidikan, kesempatan kerja, dan akses terhadap layanan keuangan. Namun, apabila
perkembangan digital terkonsentrasi pada kelompok atau wilayah tertentu, teknologi
juga berpotensi menciptakan kesenjangan baru. Oleh karena itu, internet users
menjadi salah satu faktor yang penting untuk dianalisis dalam kaitannya dengan
ketimpangan ekonomi.

Faktor lingkungan juga semakin penting dalam pembahasan pembangunan yang
berkeadilan. Dampak perubahan iklim cenderung lebih berat dirasakan oleh kelompok
masyarakat berpendapatan rendah karena keterbatasan kemampuan mereka dalam
melakukan adaptasi. Kelompok yang menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian
dan sumber daya alam sangat rentan terhadap banjir, kekeringan, perubahan
produktivitas, dan bencana lingkungan. Perspektif doughnut economics Raworth (2017)
juga menekankan bahwa pembangunan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar
manusia tanpa melampaui batas ekologis planet. Dengan demikian, aspek
keberlanjutan lingkungan memiliki hubungan dengan kualitas kesejahteraan dan
distribusi ekonomi. Dalam penelitian ini, adjusted net savings digunakan untuk
merepresentasikan dimensi keberlanjutan pembangunan dan lingkungan.
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Di samping berbagai faktor tersebut, akses terhadap layanan keuangan menjadi
salah satu aspek penting dalam mengurangi kesenjangan kesempatan ekonomi. Dalam
perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan merupakan bagian penting dari
terciptanya keadilan sosial. Al-Qur'an menekankan pentingnya agar kekayaan tidak
hanya beredar di antara kelompok tertentu. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan
keuangan syariah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran
eksploitasi. Perbankan syariah secara teoritis dapat memperluas akses masyarakat
terhadap pembiayaan dan layanan keuangan, terutama apabila diarahkan kepada
sektor produktif dan kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh sistem keuangan
formal.

Namun, keberadaan industri perbankan syariah tidak secara otomatis menjamin
pemerataan akses keuangan. Penelitian Mohamad et al. (2020) mengenai negara-
negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam menunjukkan bahwa perbankan Islam
dapat berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan, terutama melalui
peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, penelitian
terdahulu juga menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi
keuangan syariah, minimnya digitalisasi, dan konsentrasi pembiayaan pada sektor
tertentu dapat membatasi kemampuan perbankan syariah dalam menjangkau
kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya
research gap: sebagian penelitian membahas perbankan syariah dan ketimpangan
secara terpisah atau menggunakan cakupan negara yang lebih luas, sementara kajian
yang secara khusus menguji aksesibilitas perbankan syariah bersama determinan
ekonomi, sosial, kelembagaan, teknologi, gender, dan lingkungan pada negara-negara
D-8 masih terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menganalisis determinan
ketimpangan ekonomi di delapan negara anggota D-8 dengan mempertimbangkan
faktor pertumbuhan ekonomi, perdagangan, inflasi, efektivitas pemerintah,
penggunaan internet, pengendalian korupsi, pendidikan, aksesibilitas perbankan
syariah, kesetaraan gender, dan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan tersebut
memungkinkan ketimpangan dipahami secara lebih komprehensif, tidak hanya sebagai
konsekuensi pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai hasil interaksi berbagai faktor
struktural dan kelembagaan. Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya bukti
empiris dalam kajian ilmiah mengenai ketimpangan ekonomi di negara-negara
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berkembang sekaligus memberikan implikasi kebijakan bagi negara-negara D-8 dalam
membangun pertumbuhan yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh faktor ekonomi, sosial,
kelembagaan, teknologi, aksesibilitas perbankan syariah, gender, dan lingkungan
terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel negara-
negara anggota D-8 yang terdiri atas Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia,
Nigeria, Pakistan, dan Turkiye. Periode penelitian mencakup tahun 2014–2023
sehingga membentuk data panel yang terdiri atas 80 observasi. Data penelitian
diperoleh dari berbagai sumber internasional sesuai dengan karakteristik masing-
masing variabel.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi yang
diproksikan dengan rasio P90/P100. Variabel independen meliputi GDP (X1), trade (X2),
inflation (X3), government effectiveness (X4), internet users (X5), control of corruption
(X6), secondary school enrollment (X7), Islamic Banking Accessibility (X8), gender
parity index (X9), dan adjusted net savings (X10).

Analisis data dilakukan menggunakan EViews 13. Tahapan analisis meliputi
pengujian karakteristik dan stasioneritas data panel, pengujian hubungan jangka
panjang, serta estimasi model panel. Estimasi dilakukan dengan mempertimbangkan
karakteristik data panel dan hubungan jangka pendek serta jangka panjang antar
variabel. Pendekatan Panel ARDL dengan metode Pooled Mean Group (PMG)
digunakan untuk menganalisis hubungan jangka panjang dan dinamika jangka pendek
antar variabel.

Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian
dirumuskan sebagai berikut:

H1 : GDP berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8.
H2 : Trade berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara D-

8.
H3 : Inflation berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-negara

D-8.
H4 : Government Effectiveness berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi

di negara-negara D-8.
H5 : Internet Users berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di negara-
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negara D-8.
H6 : Control of Corruption berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di

negara-negara D-8.
H7 : Secondary School Enrollment berpengaruh terhadap ketimpangan

ekonomi di negara-negara D-8.
H8 : Islamic Banking Accessibility berpengaruh terhadap ketimpangan

ekonomi di negara-negara D-8.
H9 : Gender Parity Index berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di

negara-negara D-8.
H10 : Adjusted Net Savings berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi di

negara-negara D-8.

KAJIAN PUSTAKA

Ketimpangan Ekonomi
Ketimpangan ekonomi merupakan kondisi ketika distribusi pendapatan, kekayaan,

kesempatan ekonomi, dan akses terhadap sumber daya tidak tersebar secara merata
di antara individu maupun kelompok masyarakat. Ketimpangan tidak hanya berkaitan
dengan perbedaan pendapatan, tetapi juga dapat tercermin dalam perbedaan akses
terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, informasi, infrastruktur, dan layanan
keuangan. Dengan demikian, ketimpangan ekonomi merupakan fenomena
multidimensional yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, kelembagaan, dan
struktural suatu negara.

Dalam perspektif pembangunan, ketimpangan tidak selalu bergerak searah
dengan pertumbuhan ekonomi. Hipotesis Kuznets menjelaskan bahwa hubungan
antara pembangunan ekonomi dan ketimpangan cenderung berbentuk U-terbalik.
Pada tahap awal pembangunan, ketimpangan dapat meningkat karena proses
transformasi struktural menyebabkan manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada
sektor atau kelompok tertentu. Setelah perekonomian mencapai tingkat
perkembangan tertentu, peningkatan pendidikan, kesempatan kerja, industrialisasi,
dan kebijakan redistribusi dapat mendorong penurunan ketimpangan. Penelitian
Bouincha dan Karim menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan
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ketimpangan berbeda menurut tingkat perkembangan negara, sehingga hubungan
tersebut tidak bersifat universal.

Dalam penelitian ini, ketimpangan ekonomi diukur menggunakan rasio P90/P100,
yaitu ukuran yang menggambarkan perbandingan bagian pendapatan kelompok pada
persentil ke-90 dengan kelompok pada persentil ke-100. Penggunaan indikator
tersebut diarahkan untuk menangkap konsentrasi pendapatan pada kelompok
berpendapatan tinggi sebagai representasi ketimpangan ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan

aktivitas ekonomi suatu negara, yang umumnya ditunjukkan pada kenaikan Produk
Domestik Bruto (PDB). Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi
ketimpangan apabila peningkatan aktivitas ekonomi menciptakan kesempatan kerja,
meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas akses terhadap sumber daya
ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor, wilayah, atau
kelompok tertentu dapat meningkatkan ketimpangan.

Hipotesis Kuznets menjadi landasan utama dalam menjelaskan hubungan
tersebut. Pada tahap awal pembangunan, proses industrialisasi dan transformasi
struktural dapat menyebabkan peningkatan ketimpangan karena manfaat
pembangunan belum terdistribusi secara merata. Namun, ketika pembangunan
berlanjut, peningkatan pendidikan, kesempatan kerja, dan kapasitas redistribusi
pemerintah dapat mendorong pemerataan.

Dalam konteks negara-negara D-8, hubungan antara PDB dan ketimpangan
menjadi penting karena negara-negara tersebut memiliki tingkat perkembangan
ekonomi dan struktur ekonomi yang berbeda. Penelitian terdahulu dalam tesis
menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan tidak selalu
sama pada setiap negara. Oleh karena itu, penelitian ini menguji secara empiris
pengaruh PDB terhadap ketimpangan ekonomi.

Perdagangan dan Ketimpangan Ekonomi
Perdagangan internasional merupakan salah satu instrumen integrasi ekonomi

yang dapat memperluas pasar, meningkatkan spesialisasi, mendorong investasi, dan
meningkatkan produktivitas. Namun, manfaat perdagangan tidak selalu terdistribusi
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secara merata. Sektor dan kelompok masyarakat yang memiliki modal, keterampilan,
dan kapasitas produksi lebih tinggi dapat memperoleh manfaat lebih besar
dibandingkan kelompok yang memiliki keterbatasan akses terhadap pasar.

Dalam perspektif globalisasi, keterbukaan perdagangan dapat memberikan efek
positif maupun negatif terhadap ketimpangan. Peningkatan perdagangan dapat
menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan, tetapi pada saat yang
sama dapat memperbesar kesenjangan apabila manfaat ekspor lebih banyak dinikmati
oleh sektor tertentu atau kelompok pemilik modal.

Penelitian Arisman, Al Arif, dan Harahap mengenai negara-negara D-8
menunjukkan bahwa perjanjian perdagangan dapat memberikan dampak positif
terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi keberhasilannya dipengaruhi oleh stabilitas
politik, daya saing ekspor, dan faktor pendukung lainnya. Dengan demikian, pengaruh
perdagangan terhadap ketimpangan bergantung pada bagaimana keterbukaan
ekonomi diterjemahkan menjadi kesempatan ekonomi yang dapat diakses secara luas.

Inflasi dan Ketimpangan Ekonomi
Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus

yang mengakibatkan penurunan daya beli uang. Inflasi memiliki konsekuensi
distribusional karena dampaknya tidak selalu sama bagi setiap kelompok pendapatan.

Kelompok berpendapatan rendah cenderung memiliki proporsi pengeluaran yang
lebih besar untuk kebutuhan pokok sehingga peningkatan harga pangan, energi, dan
kebutuhan dasar dapat memberikan tekanan yang lebih besar terhadap kesejahteraan
mereka. Sebaliknya, kelompok berpendapatan tinggi umumnya memiliki aset dan
instrumen keuangan yang lebih beragam sehingga memiliki kemampuan lebih besar
untuk melindungi kekayaan dari tekanan inflasi.

Dalam konteks negara berkembang, inflasi yang tinggi juga dapat menurunkan
daya beli, meningkatkan ketidakpastian ekonomi, dan memperbesar kerentanan
kelompok miskin. Penelitian Bodea et al. yang dibahas dalam tesis menunjukkan
bahwa krisis mata uang, krisis perbankan, inflasi, dan utang dapat meningkatkan
ketimpangan terutama dalam jangka panjang. Oleh karena itu, inflasi menjadi salah
satu dari beberapa faktor makroekonomi yang tepat dalam menjelaskan ketimpangan
ekonomi.
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Government Effectiveness dan Ketimpangan Ekonomi
Government Effectiveness menggambarkan kualitas pelayanan publik, kualitas

birokrasi, kapasitas pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta
kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Kualitas pemerintahan
menjadi penting karena distribusi manfaat pembangunan sangat dipengaruhi oleh
kemampuan institusi dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Teori kelembagaan menempatkan institusi sebagai faktor penting dalam
menentukan kinerja ekonomi. Institusi yang efektif dapat menciptakan aturan yang
lebih jelas, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan
memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi. Sebaliknya,
kelembagaan yang lemah dapat menyebabkan alokasi sumber daya tidak efisien dan
memperbesar kesenjangan kesempatan.

Dalam penelitian mengenai negara-negara D-8, hubungan antara pemerintah
dan kinerja ekonomi juga menunjukkan bahwa pengaruh pemerintah tidak bersifat
seragam antarnegara. Ahmad dan Ahmed menemukan bahwa hubungan ukuran
pemerintah dan pendapatan per kapita di negara-negara D-8 berbeda menurut
karakteristik negara. Dengan demikian, efektivitas pemerintah perlu dianalisis sebagai
salah satu determinan kelembagaan ketimpangan.

Internet Users dan Ketimpangan Ekonomi
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat memperluas

kesempatan ekonomi melalui peningkatan akses terhadap informasi, pendidikan,
pekerjaan, pasar, dan layanan keuangan. Internet memungkinkan individu memperoleh
informasi dan melakukan aktivitas ekonomi tanpa harus bergantung sepenuhnya pada
lokasi geografis.

Dari perspektif pembangunan manusia, peningkatan akses teknologi dapat
meningkatkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan ekonomi. Namun,
manfaat tersebut sangat bergantung pada pemerataan akses dan kemampuan
masyarakat dalam menggunakan teknologi. Apabila akses internet hanya
terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan kelompok berpendapatan tinggi,
perkembangan digital justru dapat menciptakan atau memperbesar digital divide.

Oleh karena itu, peningkatan jumlah pengguna internet dapat berpotensi
mengurangi ketimpangan apabila akses teknologi disertai dengan peningkatan literasi
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digital, pendidikan, dan kesempatan ekonomi. Sebaliknya, keterbatasan akses dan
keterampilan digital dapat menyebabkan manfaat perkembangan teknologi lebih
banyak dinikmati oleh kelompok tertentu.

Pendidikan dan Ketimpangan Ekonomi
Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi dalam sumber daya manusia

yang meningkatkan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kesempatan
seseorang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi. Teori modal
manusia menjelaskan bahwa investasi pendidikan dapat meningkatkan produktivitas
individu dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Ketimpangan pendidikan dapat menghasilkan ketimpangan pendapatan karena
individu yang memperoleh pendidikan dan keterampilan lebih tinggi memiliki peluang
lebih besar untuk memasuki pekerjaan produktif. Sebaliknya, keterbatasan akses
terhadap pendidikan berkualitas dapat membatasi mobilitas ekonomi kelompok
berpendapatan rendah.

Penelitian Mayer menunjukkan adanya hubungan yang erat antara ketimpangan
pendidikan dan ketimpangan pendapatan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa
pendidikan merupakan salah satu faktor yang berkaitan dengan variasi ketimpangan
pendapatan, meskipun pengaruhnya juga berinteraksi dengan pengalaman kerja dan
perbedaan regional. Oleh karena itu, secondary school enrollment digunakan dalam
penelitian ini untuk merepresentasikan akses pendidikan pada tingkat menengah.

Control of Corruption dan Ketimpangan Ekonomi
Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau sumber daya publik untuk

memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok. Dari perspektif kelembagaan, korupsi
dapat mengurangi efektivitas kebijakan publik, meningkatkan biaya transaksi,
mengurangi kualitas pelayanan pemerintah, dan menciptakan distorsi dalam distribusi
sumber daya.

Korupsi juga memiliki konsekuensi distributif. Ketika sumber daya publik dialihkan
melalui praktik korupsi, kelompok yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan
jaringan ekonomi dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar, sedangkan
kelompok miskin kehilangan kesempatan memperoleh pelayanan publik secara optimal.
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Gupta, Davoodi, dan Alonso-Terme dalam penelitian yang dikaji dalam tesis
menemukan bahwa korupsi dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan melalui
penurunan progresivitas pajak, efektivitas program sosial, dan kualitas pembentukan
modal manusia. Korupsi juga dapat memperburuk kemiskinan melalui hambatan
terhadap pertumbuhan dan pendapatan kelompok miskin. Dengan demikian, semakin
efektif pengendalian korupsi, semakin besar peluang terciptanya distribusi sumber
daya yang lebih adil.

Islamic Banking Accessibility dan Ketimpangan Ekonomi
Perbankan syariah merupakan salah satu institusi dalam sistem keuangan Islam

yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan ketentuan dan prinsip-prinsip
syariah, antara lain keadilan, kemaslahatan, pembagian risiko, larangan riba, dan
penghindaran eksploitasi. Dalam perspektif ekonomi Islam, distribusi kekayaan
merupakan bagian penting dari terciptanya keadilan sosial.

Al-Qur'an memberikan perhatian terhadap distribusi kekayaan agar tidak hanya
beredar pada kelompok tertentu. Prinsip tersebut menjadi salah satu dasar normatif
bagi pengembangan instrumen ekonomi Islam yang diarahkan pada terciptanya
distribusi ekonomi yang lebih adil. Dalam tesis, prinsip distribusi tersebut dikaitkan
antara lain dengan QS. Al-Hasyr ayat 7 dan beberapa ayat lainnya yang berkaitan
dengan distribusi kekayaan dan kepedulian sosial.

Secara ekonomi, perbankan syariah dapat berkontribusi terhadap pemerataan
melalui penyediaan akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi masyarakat.
Aksesibilitas keuangan tidak hanya berarti keberadaan lembaga keuangan, tetapi juga
mencakup ketersediaan infrastruktur, kemudahan akses, keterjangkauan layanan, dan
kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan produk keuangan.

Namun, keberadaan perbankan syariah tidak secara otomatis menghasilkan
pemerataan. Tesis menunjukkan adanya sejumlah hambatan, seperti keterbatasan
infrastruktur, rendahnya literasi keuangan syariah, minimnya digitalisasi, dan belum
optimalnya orientasi pembiayaan ke sektor produktif. Kondisi tersebut dapat
menyebabkan layanan perbankan syariah lebih banyak dinikmati oleh masyarakat
perkotaan atau kelompok berpendapatan menengah dan tinggi.

Penelitian Mohamad et al. mengenai negara-negara anggota Organisasi Kerja
Sama Islam menunjukkan bahwa perbankan Islam dapat berkontribusi terhadap
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pengurangan ketimpangan melalui mekanisme tanggung jawab sosial perusahaan
(Corporate Social Responsibility). Pengaruh tersebut menjadi lebih kuat ketika aktivitas
sosial perbankan Islam ditingkatkan. Berdasarkan perspektif tersebut, peningkatan
aksesibilitas perbankan syariah secara teoritis diharapkan dapat memperluas
kesempatan ekonomi dan berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan.

Gender Parity dan Ketimpangan Ekonomi
Kesetaraan gender merupakan bagian dari pembangunan manusia karena

memberikan kesempatan yang relatif setara bagi laki-laki dan perempuan untuk
memperoleh pendidikan, pekerjaan, pendapatan, dan sumber daya ekonomi.
Ketidaksetaraan gender dapat membatasi kapasitas ekonomi suatu negara karena
sebagian sumber daya manusia tidak dapat berpartisipasi secara optimal dalam
aktivitas ekonomi.

Peningkatan kesetaraan gender dapat memperluas partisipasi perempuan dalam
pendidikan dan pasar kerja, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta
memperbesar kapasitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, hambatan terhadap
pendidikan dan pekerjaan perempuan dapat memperkuat ketimpangan kesempatan
dan pendapatan.

Dalam tesis, penelitian Derris et al. menunjukkan hubungan partisipasi angkatan
kerja perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sedangkan kajian IMF
menekankan bahwa kesetaraan gender dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,
kualitas sumber daya manusia, dan menurunkan ketimpangan pendapatan. Oleh
karena itu, Gender Parity Index digunakan untuk menangkap dimensi kesetaraan
gender dalam penelitian ini.

Adjusted Net Savings dan Ketimpangan Ekonomi
Pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh peningkatan output saat ini,

tetapi juga oleh kemampuan suatu negara mempertahankan modal ekonomi, manusia,
dan lingkungan untuk generasi mendatang. Konsep pembangunan berkelanjutan
menempatkan keberlanjutan sumber daya sebagai bagian penting dari kesejahteraan
ekonomi.

Raworth melalui konsep Doughnut Economics menjelaskan bahwa pembangunan
yang berkeadilan harus mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia sekaligus
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menjaga batas ekologis planet. Ruang pembangunan yang ideal berada di antara
batas sosial minimum dan batas ekologis maksimum. Dengan demikian, pembangunan
yang mengabaikan lingkungan berpotensi menghasilkan biaya sosial dan ekonomi
yang lebih besar pada kelompok rentan.

Perubahan iklim dan degradasi lingkungan dapat meningkatkan ketimpangan
karena kelompok berpendapatan rendah cenderung memiliki kemampuan adaptasi
yang lebih terbatas. Mereka juga lebih bergantung pada sektor-sektor yang sensitif
terhadap kondisi lingkungan, seperti pertanian dan perikanan. Guivarch et al.
menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim cenderung membebani kelompok
miskin secara tidak proporsional.

Dalam penelitian ini, Adjusted Net Savings (ANS) digunakan untuk
merepresentasikan dimensi keberlanjutan pembangunan. Variabel tersebut
memungkinkan analisis ketimpangan tidak hanya dilihat dari sisi pertumbuhan
ekonomi saat ini, tetapi juga dari keberlanjutan modal dan sumber daya yang
menopang kesejahteraan masyarakat.

Kerangka Teoretis Determinasi Ketimpangan Ekonomi
Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, ketimpangan ekonomi merupakan

hasil interaksi berbagai faktor. GDP merepresentasikan kapasitas dan perkembangan
ekonomi; trade menggambarkan keterbukaan ekonomi; inflation merepresentasikan
stabilitas harga; government effectiveness dan control of corruption
merepresentasikan kualitas kelembagaan; internet users merepresentasikan akses
teknologi; secondary school enrollment merepresentasikan modal manusia; Islamic
Banking Accessibility merepresentasikan akses terhadap layanan keuangan syariah;
gender parity merepresentasikan pemerataan kesempatan berdasarkan gender;
sedangkan adjusted net savings merepresentasikan dimensi keberlanjutan
pembangunan.

Dengan demikian, penelitian ini menempatkan ketimpangan ekonomi sebagai
variabel dependen yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, kelembagaan,
teknologi, keuangan syariah, gender, dan lingkungan. Pendekatan tersebut sejalan
dengan kesenjangan penelitian yang diidentifikasi dalam tesis, yaitu masih terbatasnya
penelitian yang menguji faktor ekonomi dan non-ekonomi secara simultan pada
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negara-negara D-8 sekaligus memberikan perhatian khusus terhadap aksesibilitas
perbankan syariah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori
yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penentu ketimpangan ekonomi di
negara-negara anggota D-8 yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria,
Pakistan, dan Turki selama kurun waktu 2014 hingga 2023. Penelitian ini menggunakan
data sekunder dalam bentuk panel seimbang yang menggabungkan dimensi cross-
sectional dari delapan negara tersebut dengan dimensi time-series dalam sepuluh
tahun, sehingga menghasilkan 80 observasi. Data diperoleh dari berbagai sumber
internasional, yaitu World Development Indicators (Bank Dunia), World Inequality
Database (WID), UNESCO Institute for Statistics (UIS), Worldwide Governance
Indicators (WGI), Islamic Financial Services Board (IFSB), dan Transparency
International.

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketimpangan ekonomi, yang
diproksikan dengan rasio P90/P100. Variabel-variabel bebas terdiri dari pertumbuhan
ekonomi (PDB), globalisasi yang diukur berdasarkan keterbukaan perdagangan, krisis
ekonomi yang diproksikan oleh tingkat inflasi, efektivitas pemerintahan, kualitas
infrastruktur digital yang diproksikan oleh persentase pengguna internet,
pengendalian korupsi, tingkat pendidikan yang diproksikan oleh tingkat partisipasi
sekolah menengah; akses ke perbankan syariah; kesetaraan gender, yang diproksikan
oleh Indeks Kesetaraan Gender (GPI); dan perubahan iklim, yang diproksikan oleh
Tabungan Bersih yang Disesuaikan Termasuk Kerusakan Akibat Emisi Partikulat.

Analisis dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan. Pertama, regresi data
panel digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh masing-masing variabel terhadap
ketimpangan ekonomi. Pemilihan model dimulai dengan uji spesifikasi menggunakan
uji Chow untuk menentukan model terbaik antara Model Efek Bersama dan Model Efek
Tetap.

Berdasarkan hasil uji Chow, Model Efek Tetap (FEM) dipilih sebagai model
estimasi utama. Sebelum estimasi dilakukan, model diuji terhadap multikolinearitas
menggunakan Faktor Inflasi Varians (VIF) dan terhadap heteroskedastisitas
menggunakan metode Glejser untuk memastikan validitas model.
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Kedua, penelitian ini menerapkan model panel Autoregressive Distributed Lag
(ARDL) dengan pendekatan Pooled Mean Group (PMG) untuk menganalisis hubungan
jangka pendek dan jangka panjang di antara variabel-variabel tersebut. Sebelum
estimasi ARDL dilakukan, data diuji stasioneritasnya menggunakan uji akar unit panel,
dilanjutkan dengan uji kointegrasi untuk memastikan adanya hubungan keseimbangan
jangka panjang di antara variabel-variabel tersebut. Model ARDL dipilih karena dapat
mengakomodasi karakteristik data panel dengan urutan integrasi campuran yaitu, I(0)
dan I(1) tanpa mengharuskan semua variabel memiliki urutan integrasi yang sama.

Seluruh pemrosesan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak
EViews 13. Tingkat signifikansi statistik ditetapkan pada 5%, sehingga suatu variabel
dianggap memiliki pengaruh yang signifikan jika nilai p-nya kurang dari 0,05.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan data panel seimbang yang mencakup delapan
negara anggota D-8 yaitu, Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria,
Pakistan, dan Turki untuk periode 2014–2023. Analisis dilakukan dengan
menggunakan pendekatan Model Efek Tetap (FEM) untuk mengidentifikasi pengaruh
faktor-faktor yang menentukan ketimpangan ekonomi, dilanjutkan dengan model
Panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) menggunakan pendekatan Pooled Mean
Group (PMG) untuk menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Tahapan
analisis meliputi statistik deskriptif, pemilihan model, pengujian asumsi klasik, estimasi
FEM, uji stasioneritas, uji kointegrasi, dan estimasi Panel ARDL.

1) Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menunjukkan tingkat heterogenitas yang tinggi pada

seluruh variabel penelitian. Variasi ini mencerminkan perbedaan karakteristik
ekonomi, kelembagaan, sosial, dan keuangan di antara negara-negara anggota D-8.
Perbedaan dalam tingkat pembangunan, kapasitas kelembagaan, kualitas tata
kelola, dan perkembangan sektor keuangan syariah mengakibatkan distribusi data
yang relatif beragam. Kondisi-kondisi ini menunjukkan bahwa negara-negara D-8
tidak dapat diperlakukan sebagai kelompok yang homogen; oleh karena itu,
penggunaan model data panel lebih tepat daripada pendekatan regresi biasa.
Hasil-hasil ini juga memberikan indikasi awal bahwa variasi ketimpangan ekonomi di
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seluruh negara-negara D-8 dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor struktural
yang berbeda dari satu negara ke negara lain.

2) Pemilihan Model Regresi Panel
Langkah selanjutnya adalah menentukan model regresi panel yang paling

tepat dengan menggunakan Uji Efek Tetap Redundan (Uji Chow).

Tabel 1 Hasil Uji Chow
(Redundant Fixed Effect Test)

Hasil uji menunjukkan bahwa Model Efek Tetap (FEM) lebih tepat daripada
Model Efek Bersama; oleh karena itu, estimasi selanjutnya menggunakan
pendekatan FEM. Penggunaan model ini didasarkan pada adanya perbedaan
karakteristik antarnegara yang dapat memengaruhi tingkat ketimpangan ekonomi,
sehingga heterogenitas individual masing-masing negara perlu diperhitungkan
dalam proses estimasi.

3) Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum estimasi, model diuji untuk memastikan bahwa asumsi dasar regresi

terpenuhi. Uji multikolinearitas menggunakan Variance Inflation Factor (VIF)
menunjukkan bahwa, secara umum, hubungan antar variabel independen tetap
pada tingkat yang dapat diterima dan karenanya tidak menimbulkan gangguan
serius terhadap estimasi model.

Variable Centered VIF
C NA
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Tabel 2 Uji Variance Inflation Factors

Selanjutnya, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser dilakukan
untuk mengevaluasi stabilitas varians residual.

Tabel 3 Hasil Uji Glejser

Berdasarkan hasil uji ini, model FEM
dianggap cocok untuk digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hubungan
antara variabel-variabel independen dan ketimpangan ekonomi.

4) Hasil Estimasi Model Efek Tetap (FEM)

X1 2.390329
X2 7.376291
X3 2.165623
X4 16.53667
X5 4.515694
X6 15.68627
X7 5.294345
X8 3.002549
X9 11.89021
X10 1.489792

Variable Prob.
C 0.0063
X1 0.8312
X2 0.2803
X3 0.3514
X4 0.3148
X5 0.0838
X6 0.4591
X7 0.8286
X8 0.1988
X9 0.6711
X10 0.1612
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Estimasi menggunakan Model Efek Tetap menunjukkan bahwa, secara
keseluruhan, model tersebut mampu menjelaskan variasi ketimpangan ekonomi di
antara negara-negara D-8 dengan baik.

Tabel 4 Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Metode Fixed Effect (FEM)

Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi variabel makroekonomi, kelembagaan,
sosial, lingkungan, dan aksesibilitas perbankan syariah sangat efektif dalam
menjelaskan perubahan ketimpangan ekonomi selama periode pengamatan. Namun,
ketika dianalisis secara individual, tidak semua variabel menunjukkan pengaruh yang
signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap
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penentu memiliki karakteristik pengaruh yang berbeda-beda tergantung pada
kondisi ekonomi dan kelembagaan masing-masing negara.

5) Analisis Panel ARDL
Untuk melengkapi analisis statis menggunakan FEM, penelitian ini

menggunakan model panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) dengan
pendekatan Pooled Mean Group (PMG). Sebelum estimasi, data diuji menggunakan
uji akar unit, yang menunjukkan bahwa variabel-variabel penelitian terdiri dari
kombinasi variabel yang terintegrasi pada orde I(0) dan I(1), sehingga memenuhi
persyaratan untuk menggunakan model ARDL. Selain itu, uji kointegrasi Kao
menghasilkan nilai ADF sebesar −2,922866 dengan probabilitas 0,0017 (<0,05), yang
menunjukkan adanya hubungan keseimbangan jangka panjang di antara variabel-
variabel dalam model.

Berdasarkan kriteria informasi Akaike (Akaike Information Criterion atau AIC),
diperoleh spesifikasi model terbaik, yaitu PMG(1,0,1,0,0). Dengan
mempertimbangkan keterbatasan jumlah observasi, kompleksitas model, dan
relevansi teoretis, estimasi ARDL dilakukan dengan menggunakan empat variabel
independen, yaitu pertumbuhan ekonomi (X1), infrastruktur digital (X5), akses
terhadap perbankan syariah (X8), dan perubahan iklim (X10). Keempat variabel
tersebut merepresentasikan dimensi makroekonomi, transformasi digital, inklusi
keuangan syariah, dan lingkungan. Pembatasan jumlah variabel ini bertujuan
mengurangi risiko overparameterization, sehingga model yang dihasilkan lebih
parsimonious dan relatif lebih mudah diinterpretasikan.

Tabel 5 Hasil Estimasi Model Panel ARDL
dengan Pendekatan Pooled Mean Group (PMG)
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Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa semua variabel yang
dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
ketimpangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi (β = −0,017594; P < 0,01) dan
infrastruktur digital (β = −0,007654; P < 0,05) memiliki pengaruh negatif terhadap
ketimpangan ekonomi. Sebaliknya, akses ke perbankan syariah (β = 0,008175; P <
0,01) dan perubahan iklim (β = 0,000452; P < 0,01) memiliki pengaruh positif. Dalam
jangka pendek, Error Correction Term (ECT) memiliki nilai negatif (−0,372365) tetapi
tidak signifikan (P = 0,1493), sementara hanya perubahan dalam infrastruktur digital
yang memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan ketimpangan ekonomi
dalam jangka pendek.

A. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi
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Hasil estimasi Model Efek Tetap (FEM) menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi di
negara-negara D-8 selama periode penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa
peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) tidak selalu disertai dengan distribusi
pendapatan yang lebih merata. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi cenderung
terkonsentrasi pada kelompok atau sektor tertentu, sehingga manfaatnya belum
dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sebaliknya, hasil estimasi Panel ARDL menunjukkan bahwa, dalam jangka
panjang, pertumbuhan ekonomi memiliki efek negatif yang signifikan terhadap
ketimpangan ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang
berkelanjutan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan setelah melalui proses
penyesuaian jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak pertumbuhan
ekonomi terhadap kesetaraan pendapatan tidak terjadi secara instan, melainkan
membutuhkan waktu agar manfaat pembangunan dapat tersebar melalui
peningkatan peluang kerja, investasi, dan produktivitas.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hipotesis Kuznets, yang menyatakan bahwa
ketimpangan cenderung meningkat pada tahap-tahap awal pembangunan, namun
akan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pembangunan ekonomi.
Temuan ini juga sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan
bahwa pertumbuhan ekonomi berkontribusi pada penurunan ketimpangan apabila
disertai dengan pembangunan yang inklusif. Sebaliknya, hasil analisis FEM
menunjukkan bahwa hubungan ini belum terlihat secara jelas dalam jangka pendek
akibat perbedaan karakteristik ekonomi di antara negara-negara D-8.

Implikasinya adalah bahwa pemerintah negara-negara D-8 tidak hanya harus
berfokus pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan
bahwa pertumbuhan tersebut bersifat inklusif melalui penciptaan lapangan kerja,
peningkatan modal manusia, dan distribusi investasi yang merata di seluruh wilayah.

B. Dampak Globalisasi terhadap Ketimpangan Ekonomi
Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan tidak

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Temuan ini
mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas perdagangan internasional belum
secara langsung memengaruhi distribusi pendapatan di negara-negara D-8. Hal ini
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mungkin disebabkan karena manfaat perdagangan internasional terutama dinikmati
oleh sektor-sektor yang sangat kompetitif, sementara kelompok berpenghasilan
rendah belum mampu memanfaatkan sepenuhnya peluang yang ditawarkan oleh
globalisasi.

Secara teoretis, globalisasi dapat menimbulkan dua konsekuensi yang berbeda.
Di satu sisi, keterbukaan perdagangan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi,
memperluas pasar, dan mendorong investasi, sehingga meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Di sisi lain, globalisasi juga dapat memperlebar kesenjangan jika
manfaat perdagangan terkonsentrasi semata-mata pada kelompok-kelompok
tertentu yang memiliki modal lebih besar, teknologi, dan sumber daya manusia
berkualitas lebih tinggi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang
menunjukkan bahwa dampak globalisasi terhadap ketimpangan sangat bergantung
pada kualitas kelembagaan, tingkat pendidikan, dan struktur ekonomi masing-
masing negara. Oleh karena itu, manfaat globalisasi di negara-negara D-8 perlu
diimbangi dengan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan daya saing industri
dalam negeri, memperkuat usaha kecil dan menengah, serta meningkatkan kualitas
tenaga kerja, sehingga manfaat perdagangan dapat dinikmati secara lebih merata.

C. Dampak Krisis Ekonomi terhadap Ketimpangan Ekonomi
Variabel krisis ekonomi, yang diwakili oleh tingkat inflasi, tidak menunjukkan

dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi berdasarkan hasil estimasi
FEM. Hasil ini menunjukkan bahwa fluktuasi inflasi selama periode penelitian
bukanlah faktor utama yang menentukan perubahan ketimpangan pendapatan di
negara-negara D-8.

Meskipun demikian, secara teoretis, Tingkat inflasi yang tinggi berpotensi
melemahkan daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah
yang mengalokasikan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk konsumsi
dibandingkan dengan kelompok berpenghasilan tinggi. Oleh karena itu, stabilitas
harga tetap menjadi prasyarat penting untuk memastikan distribusi kesejahteraan
sosial yang merata.

Kurangnya dampak signifikan dari inflasi kemungkinan disebabkan oleh
kemampuan masing-masing negara dalam menerapkan kebijakan moneter dan



Mas Arif

Determinan Ketimpangan Ekonomi Di Negara-Negara D-8:

Bukti Empiris Dari Fixed Effect Model Dan Panel ARDL

AL FIDDHOH – Volume 7 Nomor 2 Tahun 2026

192

fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi selama periode penelitian. Selain itu,
karakteristik inflasi di setiap negara D-8 berbeda-beda, sehingga dampaknya
terhadap ketimpangan tidak seragam.

D. Dampak Efektivitas Pemerintahan terhadap Ketimpangan Ekonomi
Hasil estimasi menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan belum

memberikan dampak yang signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas tata kelola belum secara langsung
memperbaiki distribusi pendapatan.

Secara teoretis, pemerintah yang efektif seharusnya mampu meningkatkan
kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan
pembangunan. Namun, dibutuhkan waktu agar seluruh penduduk dapat merasakan
manfaat tersebut. Selain itu, efektivitas pemerintah tidak selalu disertai dengan
akses yang merata terhadap pendidikan, layanan kesehatan, atau layanan ekonomi,
sehingga dampaknya terhadap ketimpangan masih relatif terbatas.

E. Dampak Infrastruktur (Digital) terhadap Ketimpangan Ekonomi
Infrastruktur digital, yang diwakili oleh persentase pengguna internet,

menunjukkan hasil yang berbeda antara estimasi panel FEM dan ARDL. Dalam
estimasi FEM, dampak infrastruktur digital terhadap ketimpangan ekonomi tidak
signifikan secara statistik. Sebaliknya, estimasi panel ARDL menunjukkan bahwa,
dalam jangka panjang, infrastruktur digital memiliki efek negatif dan signifikan
secara statistik terhadap ketimpangan ekonomi (P < 0,05). Hasil ini menunjukkan
bahwa peningkatan akses internet dapat mendorong penurunan ketimpangan
pendapatan dalam jangka panjang.

Temuan ini menunjukkan bahwa manfaat transformasi digital tidak langsung
terwujud, melainkan memerlukan waktu agar masyarakat dapat memanfaatkan
teknologi tersebut secara penuh. Peningkatan akses internet membuka peluang
yang lebih luas dalam bidang pendidikan, informasi, perdagangan digital, dan
layanan keuangan, sehingga meningkatkan produktivitas masyarakat dan
memperluas peluang untuk menghasilkan pendapatan.

Hasil dari studi ini selaras dengan berbagai hasil penelitian sebelumnya yang
menyatakan bahwa digitalisasi bisa meningkatkan inklusi ekonomi dengan
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memperluas akses informasi dan mengurangi biaya transaksi. Namun, manfaat ini
sangat dipengaruhi oleh kualitas infrastruktur, tingkat literasi digital, dan
pemerataan cakupan internet. Jika akses internet hanya terkonsentrasi di wilayah
perkotaan, kesenjangan digital justru bisa memperlebar ketidaksetaraan.

Oleh karena itu, pemerintah negara-negara D-8 perlu memperluas
pembangunan infrastruktur digital ke daerah-daerah yang kurang berkembang,
sekaligus meningkatkan literasi digital agar manfaat transformasi digital bisa
dirasakan secara lebih merata.

F. Pengaruh Pengendalian Korupsi terhadap Ketimpangan Ekonomi
Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa pengendalian korupsi tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan ekonomi. Temuan ini
menunjukkan bahwa meningkatkan kualitas pemerintahan melalui pengendalian
korupsi belum bisa secara langsung mengurangi ketimpangan pendapatan di
negara-negara D-8. Secara teori, korupsi bisa meningkatkan ketimpangan karena
mengurangi efektivitas pengeluaran publik, menaikkan biaya ekonomi, dan
membatasi akses masyarakat miskin ke layanan publik. Namun, dampak
pengendalian korupsi terhadap distribusi pendapatan umumnya bersifat jangka
panjang, sehingga sulit untuk diamati dalam periode penelitian yang relatif singkat.

Selain itu, efektivitas kebijakan anti-korupsi berbeda di setiap negara D-8, baik
dari sisi penegakan hukum maupun kualitas lembaganya. Perbedaan ini membuat
dampak pengendalian korupsi terhadap ketimpangan menjadi tidak merata,
sehingga hubungan statistiknya tidak signifikan.

Artinya, reformasi tata kelola harus dikombinasikan dengan kebijakan
redistribusi pendapatan, peningkatan kualitas layanan publik, dan perlindungan
sosial supaya manfaat pengendalian korupsi bisa dirasakan lebih luas.

G. Pengaruh Pendidikan terhadap Ketimpangan Ekonomi
Variabel pendidikan, yang diukur menggunakan tingkat partisipasi sekolah

menengah, tidak menunjukkan dampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi
berdasarkan hasil estimasi FEM. Temuan ini menunjukkan bahwa meningkatkan
akses pendidikan tidak otomatis membawa kesetaraan pendapatan.
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Secara teori, pendidikan adalah investasi pada sumber daya manusia yang
meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperbesar peluang mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik, dan meningkatkan pendapatan orang. Namun, manfaat
pendidikan terhadap distribusi pendapatan umumnya baru terlihat dalam jangka
panjang setelah lulusan masuk ke dunia kerja.

Selain itu, kualitas pendidikan di negara-negara D-8 masih relatif beragam.
Peningkatan angka partisipasi sekolah belum tentu diikuti dengan perbaikan
kualitas pengajaran atau kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja.
Situasi ini berarti dampak pendidikan terhadap ketimpangan ekonomi belum terasa
signifikan.

Oleh karena itu, meningkatkan akses pendidikan perlu dilakukan bersamaan
dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan penguatan
keterampilan digital agar bisa menghasilkan tenaga kerja yang lebih kompetitif.

H. Dampak Aksesibilitas Perbankan Syariah terhadap Ketimpangan Ekonomi
Aksesibilitas terhadap perbankan syariah adalah salah satu variabel utama

dalam penelitian ini. Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa aksesibilitas perbankan
syariah belum memberikan dampak signifikan terhadap ketimpangan ekonomi.
Namun, hasil estimasi Panel ARDL menunjukkan bahwa dalam jangka panjang,
variabel ini memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan ekonomi (P<0,01).

Temuan ini menunjukkan bahwa pengaruh perbankan syariah terhadap
distribusi pendapatan membutuhkan waktu untuk berkembang melalui peningkatan
inklusi keuangan, pembiayaan sektor produktif, dan pemberdayaan usaha mikro,
kecil, dan menengah (UMKM). Karakteristik pembiayaan syariah yang berbasis bagi
hasil (profit and loss sharing) memiliki potensi untuk memperluas akses pembiayaan
bagi masyarakat yang sebelumnya kesulitan memperoleh layanan keuangan formal.

Namun, jika perkembangan industri perbankan syariah lebih terkonsentrasi di
area tertentu atau di kalangan kelompok orang tertentu, manfaatnya untuk
pemerataan pendapatan menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, memperluas
jaringan layanan, berinovasi dengan produk keuangan syariah, dan meningkatkan
literasi keuangan syariah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kontribusi
perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi yang inklusif.
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Temuan ini menegaskan pandangan bahwa perbankan syariah tidak hanya
berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga memainkan peran
strategis dalam mendukung pemerataan kekayaan jika didukung oleh kebijakan
yang tepat.

I. Dampak Kesetaraan Gender terhadap Ketimpangan Ekonomi
Hasil estimasi FEM menunjukkan bahwa kesetaraan gender, yang diwakili

menggunakan Gender Parity Index (GPI), belum memberikan dampak signifikan
terhadap ketimpangan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa meningkatkan akses
pendidikan yang setara antara laki-laki dan perempuan belum secara langsung
mampu memperbaiki distribusi pendapatan.

Hal ini bisa disebabkan oleh kesenjangan yang masih terjadi di pasar kerja,
termasuk perbedaan peluang kerja, tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan, dan
kesenjangan upah. Oleh karena itu, meningkatkan kesetaraan pendidikan perlu
diikuti dengan kebijakan yang mendorong partisipasi ekonomi perempuan agar
manfaatnya bagi distribusi pendapatan bisa lebih optimal.

J. Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketimpangan Ekonomi
Perubahan iklim yang diukur menggunakan Adjusted Net Savings Including

Particulate Emission Damage, menunjukkan hasil yang signifikan dalam estimasi
jangka panjang ARDL Panel (P<0,01). Temuan ini menunjukkan bahwa degradasi
lingkungan disertai dengan meningkatnya efek perubahan iklim bisa memperlebar
ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8. Komunitas berpenghasilan rendah
umumnya lebih rentan terhadap bencana alam, penurunan produktivitas pertanian,
dan kerusakan lingkungan karena kemampuan adaptasi mereka lebih terbatas.
Akibatnya, dampak ekonomi dari perubahan iklim sebagian besar ditanggung oleh
kelompok yang rentan, yang semakin memperbesar kesenjangan pendapatan.

Temuan ini sejalan dengan literatur pembangunan berkelanjutan, yang
menyatakan bahwa perubahan iklim adalah salah satu faktor struktural yang bisa
memperparah ketimpangan jika tidak diimbangi dengan kebijakan adaptasi dan
mitigasi yang efektif.

Implikasi kebijakannya adalah pemerintah di negara-negara D-8 perlu
mengintegrasikan langkah dan kebijakan lingkungan dengan strategi pembangunan
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ekonomi melalui investasi hijau, memperkuat ketahanan sektor pertanian, serta
perluasan perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan
terhadap risiko perubahan iklim.

K. Diskusi Hasil Panel ARDL
Model Panel Autoregressive Distributed Lag (ARDL) digunakan untuk

melengkapi hasil estimasi Model Efek Tetap (FEM) dengan menganalisis hubungan
dinamis antar variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Berbeda dengan
FEM yang hanya menggambarkan hubungan statis, model ARDL dapat
mengidentifikasi proses penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada hubungan jangka panjang antara
variabel penelitian, yang dibuktikan dengan hasil uji kointegrasi. Ini menunjukkan
bahwa meskipun terjadi fluktuasi jangka pendek, ketimpangan ekonomi di negara-
negara D-8 akan bergerak menuju keseimbangan jangka panjang bersamaan
dengan faktor-faktornya. Jadi, perubahan variabel makroekonomi, institusi, atau
keuangan tidak selalu langsung berdampak pada ketimpangan, tetapi
membutuhkan waktu agar efeknya benar-benar tercermin dalam distribusi
pendapatan.

Dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur digital
berkontribusi mengurangi ketimpangan ekonomi. Di sisi lain, akses ke perbankan
syariah dan perubahan iklim menunjukkan hubungan positif dengan ketimpangan
ekonomi. Temuan ini menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki mekanisme
transmisi yang berbeda, jadi efektivitas kebijakan juga memerlukan pendekatan
yang berbeda.

Sementara itu, koefisien Error Correction Term (ECT) negatif, menandakan arah
penyesuaian menuju keseimbangan jangka panjang. Namun, koefisien ini belum
signifikan secara statistik, sehingga proses penyesuaian menuju keseimbangan
relatif lambat. Situasi ini mencerminkan bahwa perubahan distribusi pendapatan di
negara-negara D-8 dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang membutuhkan
waktu cukup lama untuk menunjukkan dampak sebenarnya.

SIMPULAN
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Studi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi di negara anggota D-8
adalah fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi faktor ekonomi,
kelembagaan, sosial, lingkungan, dan keuangan. Pertumbuhan ekonomi dan
penguatan infrastruktur digital ikut berperan dalam mendorong distribusi pendapatan
yang lebih merata jika terus berkelanjutan. Di sisi lain, perkembangan sektor keuangan
syariah dan perubahan iklim menunjukkan bahwa manfaat pembangunan tidak
otomatis akan menghasilkan kesetaraan jika tidak diiringi dengan akses yang lebih luas,
inklusi keuangan yang lebih baik, dan kebijakan pembangunan yang adil. Temuan ini
menunjukkan bahwa mengurangi ketimpangan ekonomi tidak bisa dicapai hanya
dengan satu kebijakan, tapi membutuhkan sinergi antara pembangunan ekonomi,
penguatan kelembagaan, transformasi digital, perluasan layanan keuangan syariah,
dan pembangunan berkelanjutan. Kontribusi penelitian ini terletak pada
pengembangan model empiris yang mengintegrasikan faktor makroekonomi,
kelembagaan, sosial, lingkungan, dan akses ke perbankan syariah dalam analisis
ketimpangan ekonomi di negara-negara D-8, memberikan perspektif yang lebih
komprehensif dibandingkan studi yang hanya fokus pada faktor ekonomi konvensional.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah negara-negara D-8
perlu mengarahkan kebijakan pembangunan mereka menuju pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dengan memastikan akses yang setara ke pendidikan, infrastruktur digital,
dan layanan keuangan, termasuk perbankan syariah. Untuk kemajuan pengetahuan,
studi ini memperkaya penelitian tentang faktor-faktor ketimpangan ekonomi dengan
memasukkan dimensi keuangan Islam dan keberlanjutan lingkungan dalam satu
kerangka analisis. Dari perspektif ekonomi dan sosial, temuan ini bisa menjadi dasar
untuk merumuskan kebijakan yang lebih mendukung kelompok rentan dengan
meningkatkan akses ke pembiayaan, teknologi, dan peluang ekonomi. Di samping itu,
penyelarasan kebijakan ekonomi dengan strategi mitigasi perubahan iklim diharapkan
mampu mendorong terciptanya pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan
berkelanjutan di negara-negara berkembang, terutama negara-negara anggota D-8.
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